
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : c / 18/B.os lIII(l 2o22

TENTANG

PEMBENTI'KAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
IIABUPATEIT/KOTA SE-PROVINSI LAIYIPUITG

GUBERNI,'R LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 dan pasal 88
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018, ditetapkan bahwa gubernur melalukan pembinaan
terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota
dalam bentuk fasilitasi terhadap r€rncangan peraturan daerah,
rancangan peraturan kepala daerah dan/atau rancangan
Peraturan DPRD dan fasilitasi yang dilakukan bersifat wajib;

b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan
peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan
tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Fasilitasi
Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Menglngat : 1. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun
2Ol8 tentang pelalsanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil pemerintah pusat:



2

8. Peraturan Daerah Provinsi l^ampung Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaru2O22;

9. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 41 Tahun 2O2l tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi la.mpung Tahun
2022;

l0.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
A,ngge.ran 2O22;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN Gt BERItt R TENTANG PEMBEIYTUXAN TIM
FASILITASI PRODTIK TIUKTIM DAIRAH KABT'PATEN/KOTA SE.
PROVII{SI LAJIIPT'NG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota
Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. mengidentifikasi dan menginventarisir ranc€rngan peraturan
daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan r€rncangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota
yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;

b. melalukan pengkajian dan penelaahan ranc€rngan peraturan
daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan
Peraturan Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota
agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-
undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan;

c. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.
d. merumuskan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan

peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan
rancurngan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang
berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
l"ampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:
a. mengadministrasikan bahan hasil identifikasi dan inventarisasi

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan
bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh
Bupati/Walikota;

b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengkajian dan
penelaahan rancangan peraturan daerah, r€rncangan peraturan
bupati/walikota, dan rancang€rn peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan_undangan yang lebih tinggi,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
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c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan, koordinasi, dan
konsultasi dengan instansi terkait;

d. menyusun konsep dan bahan perumusan saran/rekomendasi
Gubernur atas rancangan peraturan daerah, rancangan
peraturan bupali/walikota, dan rancangurn Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

e. mendokumentasikan hasil kegiatan fasilitasi produk hukum
daerah kabupaten /kota se-Provinsi L,ampung.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan
tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi La.mpung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/7618.03/HK/2O21 tentang Pembentukan Tim
Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi
Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI
Terrrbusa.n:
1. Menteri Dala-sr Negeri Rl di Jakarta;
2. Pimpinar DPRD Provinsi Larnpung di Telulbetung;
3. Masing-masing Anggota Tio yang bersangkutan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Januari 2oZ2

--]*.r/{--
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LAUPIRAIII
KEPIIIUSAN GI'BERNI'R LAUPI'ITG
NOMoR: G/ 18 lB.OglIIIi.l2O22
TEITTANG
PEUBEITTI'I<AN TIU TASILITASI PRODUK
HUKI'M DAERAII KABUPATEN/KOTA SE.
PROVIITSI LIIUPUITG

A. SUSI'NAIT PERSONATIA Ttr FASILITASI PRODIIK IIT'KU![ DATRAII
XABI'PATEI{/KOTA SBPR,OVINSI LAMPT'ITG

tI

III.

Pengarah
Penanggungjawab
Ketua

Sekretaris Daerah Provinsr.
Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum IGb/ Kota BAo Hukum Setdaprov. Lampung.
ROMI DARMA, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli Muda
pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
METRI GUSTINAWATI., S.H. (Analis Hukum Ahli Muda
pada Biro Hukum Setdaprov. t^ampung).
1. VERTYANA UMAR., S.H., M.M. (Analis Hukum AhIi

Muda pada Biro Hukum Setdaprov. l^ampung).
2. M. ALI BADARY., S.H., M.H. Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov.
Lampung.

3. YANDRI IRAWAN., S.H., M.M. (Analis Peraturan
Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setdaprov.
l,ampung).

4. M. ADEN SAPUTRA., S.A.N., M.Si. (Analis
Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum
Setdaprov. Lampung).

5. DARA"IAT., S.H. (Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

I. Ketua MARTHAIENA., S.E. (Pengelola Pengkajian dan
Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov.
l,ampung).
HERAWATI., S.H., M.H. (Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan pada Biro Hukum Setdaprov. tampung).
6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Pembinaan dan
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro
Hukum Setdaprov. Lampung.

II. Wakil Ketua

III. Anggota

GUBERITUR LIIMPUITG,

ARJNAL DJUNAIDI

t*/fi|-_

B. SUSUITAN PERSOITAIIA SEIIRTTARIAT TIM PELIIKSANA FASILITASI
PRODI'K HUKT'M DAERAH KABI'PATEN/KOTA SF.PROVINSI LAUPI'NG


